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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negra Tahun 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi
dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatandan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta
informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perudang-undangan
yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga
dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata.kelola pemerintahan yang baik (good

governance).
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari : Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir, adalah

merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.




Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2023 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan

ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp. 15.077.300,- atau mencapai 138,46 persen dari estimasi

Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 10.889.000,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 4.557.543.259,- atau
mencapai 55,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.282.510.000,-

2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.434.522.407,- yang
terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 54.818.385,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.
27.379.704.022,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. O,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 567.329.560,- dan
Rp. 26.867.192.847,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai




dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. Rp. 22.784.246,- sedangkan jumlah beban
adalah sebesar Rp. 5.290.865.541,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan
Operasional senilai Rp. (5.268.081.295,-). Untuk Kegiatan Non Operasional sebesar
Rp. 0,- dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-
LO sebesar Rp. (5.268.081.295,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.
27.558.070.683,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (5.268.081.295,-), ditambah
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp. 0,-, kemudian ditambah Transaksi
Antar Entitas sebesar Rp. 4.577.203.459,-, mengalami Penurunan Ekuitas sebesar
Rp. (690.877.836),- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah
senilai Rp. 26.867.192.847 ,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk

periode 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.




I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 30 UNI 2023 % thd Angg TA2022
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 10.889.000 15.077.300 138,46 25.578.471
JUMLAH PENDAPATAN 10.889.000 15.077.300 138,46 25,578.471
BELANJA B.2.
Belanja Operasi
Belanja Pegawai B3 6.416.421.000 3.524.509.597 54,93 3.074.153.647
Belanja Barang B.4 1.866.089.000 1.033.033.662 55,36 906.622.791
Belanja Bantuan Sosial B.5 - - 0,00 -
Jumlah Belanja Operasi 8.282.510.000 4,557.543.259 55,03 3.980.776.438
Belanja Modal
Belanja Tanah B.6 - - 0,00 -
Belanja Peralatan dan Mesin B.7 - - 0,00 291.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan B.8 - - 0,00 280.775.931
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan B.9 - - 0,00
Belanja Modal lainnya B.10 - - 0,00 -
Jumlah Belanja Operasi - - 0,00 571.775.931
JUMLAH BELANJA 8.282.510.000 4.557.543.259 55,03 4.552.552.369




II. NERACA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 30JUNI 2023 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran c1 51.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 -
Kas Lainnya dan Setara Kas C3 -
Piutang PNBP C4 135.800
Bagian Lancar TP/TGR C5 -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C7 - -
Belanja Dibayar di Muka C.8 - 1.944.300
Persediaan C9 3.682.585 2.803.800
Jumlah Aset Lancar 54.818.385 4.748.100
PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagihan TP/TGR C.10
Tagihan Penjualan Angsuran c1
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.12
Jumlah Piutang Jangka Panjang
ASET TETAP
Tanah C13 19.834.552.000 19.834.552.000
Peralatan dan Mesin C.14 2.826.637.308 2.786.937.308
Gedung dan Bangunan C.15 7.568.149.431 7.568.149.431
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.16 449.189.000 449,189.000
Aset Tetap Lainnya C.17 5.552.079 5.552.079
Konstruksi dalam pengerjaan C.18 - -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.19 (3.304.375.796) (3.083.386.317)
Jumlah Aset Tetap 27.379.704.022 27.560.993.501
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud C.20 - -
Aset Lain-Lain c21 176.000 8.476.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.22 (176.000) (8.476.000)
Jumlah Aset Lainnya - -
JUMLAH ASET 27.434.522.407 27.565.741.601
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari KPPN C.23 51.000.000 -
Utang kepada Pihak Ketiga C.24 494.175.560 99.772
Pendapatan Diterima di Muka C.25 - 7.571.146
Utang Yang Belum Ditagihkan C.26 22.154.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 567.329.560 7.670.918
JUMLAH KEWAJIBAN 567.329.560 7.670.918
EKUITAS
Ekuitas €27 26.867.192.847 27.558.070.683
JUMLAH EKUITAS 26.867.192.847 27.558.070.683
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 27.434.522.407 27.565.741.601




III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 30 JUNI 2023 2022
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 22.784.246 30.907.163
JUMLAH PENDAPATAN 22.784.246 30.907.163
BEBAN
Beban Pegawai D.2 3.957.037.157 3.955.281.389
Beban Persediaan D.3 7.793.200 9.067.900
Beban Barang dan Jasa D.4 795.967.327 697.911.276
Beban Pemeliharaan D.5 276.140.378 266.150.368
Beban Perjalanan Dinas D.6 37.900.500 27.768.500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 _ _
Beban Bantuan Sosial D.8 _ _
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 216.026.979 189.955.090
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 _ _
Beban Lain-lain D.11 _ _
JUMLAH BEBAN 5.290.865.541 5.146.134.523
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (5.268.081.295) (5.115.227.360)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.12
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - -
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional - 1.171
Beban dari Kegiatan Non Operasional - -
Jumlah - 1.171
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (5.268.081.295) (5.115.226.189)
POS LUAR BIASA D.13
Pendapatan PNBP - -
Beban Perjalanan Dinas - -
Beban Persediaan - -
SURPLUS/DEFISIT LO (5.268.081.295) (5.115.226.189)




IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMATULUNGAGUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 30JUNI 2023 30JUNI 2022

EKUITAS AWAL E1l 27.558.070.683 26.816.098.808
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (5.268.081.295) (5.115.226.189)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANN £3
AKUNTANSI
KOREKSI YANG MENANMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.4

PENYESUAIAN NILAI ASET ES5 -

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.6 -

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI E.7 -

SELISIH REVALUASI ASET E.8 -

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI E9 -
Jumlah Lain-Lain -
TRANSAKS! ANTAR ENTITAS E.10 4.577.203.459 4.526.973.898
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS E.11 (690.877.836) (588.252.291)

EKUITAS AKHIR 26.867.192.847 26.227.846.517




V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1l. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

Dasar Hukum Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

Entitas dan . . .
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

:tethC:;z sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara

Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama
Kelas 1A merupakan Yuridikasi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Pengadilan Agama Tulungagung terletak di JI. Ir. Soekarno Hatta No. 117
Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman
di Negara Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung

yang Agung”.

Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Visi Pengadilan Agama
Tulungagung adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang
Agung, dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis,

terjangkau, biaya rendah bagi masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tulungagung adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan
akuntabel.
Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Dalam melaksanakan visi dan misi diatas, wajib bagi aparatur Pengadilan



Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

untuk menjunjung tinggi nilai-nilai utama pada Mahkamah Agung yaitu :

Kemandirian;
Integritas;
Kejujuran;
Akuntabilitas;
Responsibilitas;
Keterbukaan;
Ketidak-berpihakan;

© N o oA~ w DN

Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung
menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut

TUJUAN STRATEGIS

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan, dan Akuntabel,
Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan;

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel,
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan;

4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAIl) yaitu serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAl dituangkan dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
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Basis Akuntansi

Dasar

Pengukuran

Kebijakan

dan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas di mana 7 (tujuh) modul keuangan negara
(Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Persediaan, Aset
Tetap, dan Pelaporan) telah terintegrasi menjadi satu. Selanjutnya, SAKTI
juga dirancang berdasarkan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) terbaru untuk menghasilkan laporan keuangan

yang transparan dan akuntabel.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk
penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis
akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi



Akuntansi

Pendapatan-

LRA

Pendapatan-LO

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2023 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung

adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

e Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO
e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.
e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
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Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai
dan periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan

Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing

entitas)

¢ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

e Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.

¢ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

e Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

o Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
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Aset

Aset Lancar

Aset Tetap

e Beban disajikan menurut Klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan  diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

= harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
= harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
= harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
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mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Piutang Jangka Piutang Jangka Panjang

Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Penjualan  Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo
lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah
yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau

daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.
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Aset Lainnya

e Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara
dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.

Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

o Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.
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Ekuitas

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 0.5%
tempo

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Kurang Lancar 10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Diragukan 50%

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 100%
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Penyusutan

Aset Tetap

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan No0.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan  kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel
Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 4 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 10 s.d 40 tahun
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Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual

Pertama kali

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan
pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.
Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020
yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas
sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan
penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam
Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat
dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi

berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

-17 -



Realisasi
Pendapatan Rp.
15.077.300,-

Realisasi Belanja
Negara Rp Rp.
4.557.543.259,-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 adalah
sebesar Rp.15.077.300,- atau mencapai 138,46 persen dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp. 10.889.000,- Pendapatan Pengadilan Agama
Tulungagung terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan.
Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

2023
Uraian Angaaran Realisasi % Real
99 Per 30 Juni 2023 |  Angg.
Pendapatan Sewa 10.889.000 15.077.300 138,46
Pendapatan Lain-lain - - -
Jumlah 10.889.000 15.077.300 138,46

Realisasi Pendapatan Sewa per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar
41.05 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena penurunan biaya
sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2023 dan 2022

REALISASI NAIK (TURUN)
URAIAN e B0 T REALISASI T.A. 2022 o
Pendapatan Sewa 15.077.300 25.578.471 (41,05)
Pendapatan Lain-lain 0,00
Jumlah 15.077.300 25.578.471 (41)
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 4.557.543.259,-
atau sebesar 55,03 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.282.510.000,-.
Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai
berikut :

-18-



Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

REALISASI % Real

URAIAN ANGGARAN 2023 30 JUNI 2023 -
Belanja Pegawai 6.416.421.000 3.524.509.597 54,93
Belanja Barang 1.866.089.000 1.033.033.662 55,36
Belanja Bantuan Sosial - =
Belanja Modal - - =
Total Belanja Kotor 8.282.510.000 4.557.543.259 55,03
Pengembalian Belanja - -

Jumlah 8.282.510.000 4.557.543.259 55,03

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

6.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000 -

3.000.000.000

W Anggaran

M Realisasi

2.000.000.000 -

1.000.000.000 -

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Bantuan

Belanja Modal

Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen

dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena

peningkatan realisasi belanja barang pada semester | TA 2023 karena terdapat

belanja Inventaris CPNS Barang Ekstrakomptabel berupa Meja Kursi

Pengadilan Agama Tulungagung.
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Belanja Pegawai Rp.
3.524.509.597,-

Belanja Barang Rp.
1.033.033.662,-

Perbandingan Realisasi Belanja Per per 30 Juni 2023 dan 2022

REALISASI

NAIK

URAIAN Per 30 JUNI 2023 REALISASI TA 2022 (TURUN) %
Belanja Pegawai 3.524.509.597 3.074.153.647 14,65
Belanja Barang 1.033.033.662 906.622.791 13,94
Belanja Bantuan Sosial - - -
Belanja Modal - 571.775.931 (100,00)

Jumlah 4.557.543.259 4.552.552.369 0,11

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan Tahun 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp. 3.524.509.597,- dan Rp. 3.074.154.030,-.
Realisasi belanja per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,72

persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan jumlah

pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN REALISASIPer30 | oealIsASI TA 2022 | (TURUN)
JUNI 2023 %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 3.401.913.597 2.965.334.030 14,72
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 -
Belanja Honorarium 0 0 -
Belanja Lembur 0 0 -
Belanja Uang Makan 122.596.000 108.820.000 12,66
Jumlah Belanja Kotor 3.524.509.597 3.074.154.030 14,65
Pengembalian Belanja Pegawai 0 0 =
Jumlah Belanja 3.524.509.597 3.074.154.030 14,65

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp. 1.033.033.662,- dan Rp. 906.622.791,-. Realisasi Belanja

Barang per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,94 persen dari

Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena

peningkatan aktifitas belanja barang terutama Belanja Barang Operasional dan

Non Operasional di TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 2022
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Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0,-

Belanja Modal
Tanah Rp. O,-

REALISASI NAIK

URAIAN Per 30 JUNI 2023 REALISASI TA 2022 (TURUN) %

Belanja Barang Operasional 667.440.825 417.893.300 59,72
Belanja Barang Non Operasional 13.335.000 3.360.000 296,88
Belanja Jasa 55.435.998 224.994.609 (75,36)
Belanja Pemeliharaan 262.071.338 233.306.382 12,33
Belanja Perjalanan 34.750.500 27.068.500 28,38
Jumlah Belanja Kotor 1.033.033.661 906.622.791 13,94
Pengembalian Belanja -
Jumlah Belanja 1.033.033.661 906.622.791 13,94

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Bantuan Sosial Tahun

2023 dan Tahun 2022. Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2023 maupun

TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 30 Juni 2023 dan 2022

REALISASI Per NAIK
URAIAN 30 JUNI 2023 REALISASI T.A 2022 (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju 0 0 0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0,00
Jumlah Belanja 0 0f 0,00

B.6 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Tanah Tahun

2023 dan Tahun 2022. Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2023 maupun

TA 2022.
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Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp. 0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 2022

REALISASI per 30 Naik
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A 2022
JUNI 2023 (Turun) %
Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 0.00
Tanah 0 0 )
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 0.00
Tanah 0 0 )
Belanja Modal Pengurukan dan 0.00
Pematangan Tanah 0 0 '
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 0.00
Tanah 0 0 )
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal - -
Jumlah Belanja 0 0 0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan Tahun 2022
adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 291.000.000,-. Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 100
persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022. Hal ini
dikarenakan terdapat anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2023 dan 2022

— . . NAIK
Realisasi per 30 Juni Realisasi per
URAIAN 2023 30 Juni 2022 (TU;)UN)

CCTV 0 0 -
Pengadaan PC 0 81.000.000]  (100,00)
Pengadaan Laptop 0 0 =
Pengadaan printer 0 10.000.000{  (100,00)
Pengadaan router 0 - -
Pengadaan Scanner 0 -
Pengadaan finger print 0 0
Pengadaan TV LED 0 0
Pengadaan UPS 0 0
Pengadaan ATR 0 0 =
Pengadaan Generator Set 0 200.000.000]  (100,00)
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 0 0 -
Jumlah Belanja Kotor 0 291.000.000] (100,00)
Pengembalian - -

Jumlah Belanja 0 291.000.000| (100,00)
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Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp O,-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan

Jaringan Rp. 0,-

Belanja Modal
Lainnya Rp.0,-

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realasiasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 2023 dan Tahun 2022
adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 280.775.931,-. Tidak terdapat Belanja Modal
Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Agama Tulungagung di TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2023 dan 2022

REALISASI NAIK
URAIAN JENIS BELANJA Per 30 JUNI 2023 REALISASI T.A 2022 (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja 0 280.775.931 -100,00
Jumlah Belanja Kotor 0 280.775.931 0,00
Pengembalian Belanja Modal - -
Jumlah Belanja 0 280.775.931 -100,00

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Jalan, Irigasi,
dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022, Sehingga tidak ada realisasi per
30 Juni 2023 maupun TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2023 T.A 2022 ('I'I:Jcrllen)
Belanja Modal Jaringan 0 0 ’ 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 3 3 3

Jumlah Belanja (0} 0 0,00

B.10 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Lainnya Tahun
2023 dan Tahun 2022, Sehingga tidak ada realisasi Per 30 Juni 2023 maupun
TA 2022.
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Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 51.000.000,-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp. 0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp. 51.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas
yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum
disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara

Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan PER 30 JUNI 2023 Tahun 2022
Bank BRI - -
Uang Tunai 51.000.000 -
Jumlah 51.000.000 -

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022
adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-~. Kas di Bendahara
Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada
di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari
pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan PER 30 JUNI 2023 Tahun 2022

Bank BRI - -
Uang Tunai - -

Jumlah - -

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-
masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. O,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung
jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo
rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara

Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
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Piutang Bukan Pajak
Rp. 135.800,-

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp. 0,-

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis PER 30 JUNI 2023 Tahun 2022

Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara

Pajak PPh yang belum disetor

Honor kegiatan yang belum dibagikan
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara

==l i=2[=]

Jumlah

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing
adalah sebesar Rp. 135.800,- dan Rp. 0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan
hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang
Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian PER 30 JUNI 2023 TA 2022
Piutang PNBP 135.800
Piutang Lainnya -

Jumlah 135.800

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan
Rp. 0,- Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan
pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan

atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No Nama Per 30 Juni 2023 TA 2022
1 [Nihil -

Jumlah - -
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Bagian Lancar TPA
Rp. O,-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih — Piutang
Jangka Pendek

Rp.O,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. O,-
Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal
neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan
rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No Nama PER 30 JUNI 2023 TH 2022
1 [NIHIL

Jumlah

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek per tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek adalah merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak

Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek
Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar - -
Kurang Lancar
Diragukan
Macet - -
Jumlah
Bagian Lancar TP/TGR
Lancar
Kurang Lancar
Diragukan
Macet -

Jumlah
Bagian Lancar TPA
Lancar
Kurang Lancar
Diragukan -
Macet -
Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih

-26 -



Belanja Dibayar di Muka
Rp. O,-

Persediaan Rp.
3.682.585,-

Tagihan TP/TGR
Rp. O,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-
masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.944.300,-. Belanja Dibayar di Muka
merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal
neraca sebagai akibat dari belanja pegawai dibayar dimuka (prepaid) yang
telah dibayarkan secara penuh. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah

sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis Per 30 Juni 2023 TH 2022
Persekot Gaji - -
Pembayaran Sewa Hosting dan Domain - 1.069.300
Pembayaran Sewa Zoom Premium - 875.000
Jumlah - 1.944.300

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah
sebesar Rp. 3.682.585,- dan Rp. 2.803.800,- Persediaan merupakan jenis aset
dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang
diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau
untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

. Realisasi Per
Persediaan 30 Juni 2023 TH 2022
Barang Konsumsi 2.208.450 1.680.650
Bahan untuk Pemeliharaan 1.474.135 1.123.150
Suku Cadang -
Persediaan Lainnya
Jumlah 3.682.585 2.803.800

Semua jenis persediaan tersebut pada saat tanggal pelaporan berada dalam
kondisi baik.

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Nilai (TP/TGR)
per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. O,-.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan
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TPA
Rp. 0,-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih — Piutang
Jangka Panjang

Rp. O,-

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada
pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara karena kelalaianya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per
tanggal 30 Juni 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Rincian Tagihan TP/TGR

No Debitur Per 30 Juni 2023 Tahun 2022

1 |[NIHIL -

Jumlah - -

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan
Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi
jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur

adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No Debitur PER 30 JUNI 2023 TH 2022

1 |NIHIL

Jumlah

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang per tanggal
30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. O,-.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh

kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Jangka Panjang untuk masing-

masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:
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Tanah
Rp. 19.834.552.000,-

Peralatan dan Mesin
Rp. 2.826.637.308,-

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Jangka Panjang

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan
Tagihan TP/TGR
Lancar - 0,00%
Kurang Lancar - 0%
Diragukan - 0%
Macet - 0%
Jumlah - 0,00%
Tagihan PA 0,00%
Lancar - 0,00%
Kurang Lancar - 0%
Diragukan - 0%
Macet 0%
Jumlah - 0,00%
Jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama
Tulungagung per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.
19.834.552.000,- dan Rp. 19.834.552.000,-. Nilai tanah tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 19.834.552.000
Mutasi tambah:

Revaluasi Aset Tetap 0
Mutasi kurang:

Penyitaan pengadilan 0

Saldo per tanggal 30 Juni 2023 19.834.552.000

Rincian saldo Tanah per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No Luas Lokasi Nilai

1 [9.196 m2 JI'Ir. Soekarno Hatta No. 5, Tulungagung 18.362.737.000

2 | 724 m2 JI. Pahlawan 11l No 1, Tulungagung 836.629.000

3 | 544 m2 JI. Pahlawan 11l No 1, Tulungagung 635.186.000
Jumlah 19.834.552.000

C.14 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2023 dan
2022 adalah Rp. 2.826.637.308,- dan Rp. 2.786.937.308,-. Mutasi nilai

Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Gedung dan Bangunan
Rp. 7.568.149.431, -

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp. 449.189.000,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 2.786.937.308

Mutasi tambah: -

Transfer Masuk 39.700.000

Mutasi kurang: -
Saldo per 30 Juni 2023 2.826.637.308
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023 (2.277.380.554)
Nilai Buku per 30 Juni 2022 549.256.754

Adanya mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sampai dengan 30

Juni 2023.

C.15 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah
Rp. 7.568.149.431,- dan Rp. 7.568.149.431,- Mutasi transaksi terhadap

Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 7.568.149.431

Mutasi tambah:
Revaluasi Nilai Aset Tetap -
Mutasi kurang: -

Saldo per 30 Juni 2023 7.568.149.431
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023 (961.363.192)
Nilai Buku per 30 Juni 2023 6.606.786.239

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp. 449.189.000,- dan Rp. 449.189.000,-. Tidak ada mutasi
tambah maupun kurang terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal

pelaporan sehingga disajikan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 449.189.000

Mutasi tambah:
Revaluasi Nilai Aset Tetap -
Mutasi kurang: -

Saldo per 30 Juni 2023 449.189.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023 (65.632.050)
Nilai Buku Per 30 Juni 2023 383.556.950

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan
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Aset Tetap Lainnya
Rp. 5.552.079,-

Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp.0,-

Akumulasi Penyusutan
aset Tetap Rp.
(3.304.551.796,-)

Aset Tak Berwujud Rp.
0,-

Keuangan ini.

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.
5.552.079,- dan Rp. 5.552.079,-.
ekstrakomtabel dikarenakan barang tersebut mempunyai nilai harga dibawah

Aset tetap tersebut berupa barang

nilai kapitalisasi. Terdapat mutasi tambah aset tetap ini Per 30 Juni 2023.
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Terdapat mutasi tambah atas aset tetap ini
Per 30 Juni 2023 dikarenakan terdapat pembangunan ruang tunggu di
Pengadilan Agama Tulungagung. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah
masing-masing Rp. (3.304.551.796,-) dan Rp. (3.088.524.817,-). Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan
berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Akumulasi -
No Aset Tetap Nilai Perolehan Nilai Buku
Penyusutan

1 [Peralatan dan Mesin 2.826.637.308 (2.277.380.554) 549.256.754
2 |Gedung dan Bangunan 7.568.149.431 (961.363.192) 6.606.786.239
3 |Jalan, Irigasi dan Jaringan 449.189.000 (65.632.050) 383.556.950
4 |Aset Tetap Lainnya 5.552.079 0 5.552.079

Akumulasi Penyusutan 10.400.338.818 (3.304.375.796) 7.545.152.022

C.20 Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada tanggal
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Aset Lain-Lain Rp.
176.000,-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp.(5.552.079),-

pelaporan dan disajikan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 -

Mutasi tambah:
Pembelian
Mutasi kurang:

Saldo per 30 Juni 2023 =
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023
Nilai Buku per 30 Juni 2023 =

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian Nilai

NIHIL 0

o |Oo

Jumlah

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp. 176.000,- dan Rp.
176.000,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada
dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022 176.000

Mutasi tambah:

- reklasifikasi dari aset tetap

Mutasi kurang:

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan
- penghapusan BMN

Saldo per 30 Juni 2023 176.000
Akumulasi Penyusutan (176.000)

Nilai Buku per 30 Juni 2023

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan

nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini.

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per per 30 Juni 2023 dan 2022
adalah masing-masing Rp. (5.552.079,-) dan Rp. (5.552.079,-). Akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan
berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:
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Uang Muka dari KPPN
Rp. 51.000.000,-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 0,-

Pendapatan Diterima di

Muka Rp. 0,-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi
Aset Tetap Nilai Perolehan Penyusutan/ Nilai Buku
Amortisasi
Aset Tak Berwujud 0 0
Aset Lain-lain 5.552.079 -5.552.079
Jumlah 5.552.079 -5.552.079

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing
sebesar Rp.51.000.000,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang
Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan
KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh
Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN
adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di

kelompok akun Aset Lancar.

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing
sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja
yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera
diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua
belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Uraian Jumlah Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Belanja barang yang masih harus dibayar

Utang kepada Pihak ketiga lainnya

Total

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp. O,-
dan Rp. 7.571.146,-.

yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada pelaporan ini. Rincian

Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:
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Ekuitas Rp.
26.867.192.847 -

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian

Jumlah

NIHIL

Total

C.26 Ekuitas

Ekuitas per per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.
26.867.192.847,- dan Rp. 27.558.070.683,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih
entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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Pendapatan PNBP
Rp. 22.784.246,-

Beban Pegawai Rp.
3.957.037.157.,-

Beban Persediaan
Rp 7.793.200,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
adalah sebesar Rp. 22.784.246,- dan Rp. 30.907.163,-. Pendapatan tersebut
terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN) %

Pendapatan Sewa 22.784.246 30.907.163 (26,28)
Pendapatan Lain-lain = - -

Jumlah 22.784.246 30.907.163 (26,28)

Pendapatan Sewa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan
sewa tanah gedung dan bangunan.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing
sebesar Rp. 3.957.037.157,- dan Rp. 3.955.281.389,-. Beban Pegawai adalah
beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai
Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK

URAIAN JENIS BEBAN Per 30 Juni 2023 TH 2022 (TURUN)

%
Beban Gaji 1.363.256.260 1.308.099.840 4,22
Beban Pembulatan Gaji PNS 19.213 18.383 4,52
Beban Tunjangan-Tunjangan 2.471.165.684 2.538.343.549| (2,65)
Beban Uang Makan 122.596.000 108.820.000( 12,66

Beban Lembur - - -
Jumlah 3.957.037.157 3.955.281.772 0,04

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing
sebesar Rp. 7.793.200,- dan Rp. 9.067.900,- Beban Persediaan merupakan
beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk
barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Rincian Beban Persediaan untuk Per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai
berikut:
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Beban Barang dan
Jasa
Rp. 795.967.327,-

Beban
Pemeliharaan Rp.
276.140.378,-

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN)
%

Beban Persediaan Konsumsi 7.793.200 9.067.900 (14,06)
Beban Persediaan Bahan Untuk

Pemeliharaan = - -

Beban Persediaan Suku Cadang - - -

Beban Persediaan Lainnya - - -

Jumlah Beban Persediaan 7.793.200 9.067.900 (14,06)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp. 795.967.327,- dan Rp. 697.911.276,-. Beban Jasa adalah
konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN)
%

Beban Langganan Listrik 0 46.689.857 0,00
Beban Langganan Telepon 476.226 719.799| (33,84)
Beban Barang Keperluan perkantoran 684.439.501 546.468.000 25,25
Beban Jasa Pengiriman Surat Dinas 1.675.300 1.116.620 50,03
Beban Barang Operasional Lainnya 3.810.000 10.855.000| (64,90)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 36.302.000 20.700.000 75,37
Beban Sewa 55.929.300 66.740.000| (16,20)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 13.335.000 0 0,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 4.622.000 0,00
Jumlah 795.967.327 697.911.276 14,05

D.5. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp. 276.140.378,- dan Rp. 266.150.368,-. Beban Pemeliharaan merupakan
beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya
yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan per 30
Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 179.152.931| 183.449.880 (2,34)
Bepan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100,00
Lainnya
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 91.357.907 81.167.188 12,56
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 5.629.540 1.533.300| 267,15
Jumlah 276.140.378 266.150.368 3,75
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Beban Perjalanan
Dinas Rp.
37.900.500,-

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 0,-

Beban Bantuan
Sosial Rp. 0,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing
sebesar Rp. 37.900.500,- dan Rp. 27.768.500,- Beban tersebut adalah
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk

per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN Per 30 Juni 2023 TH 2022 (TﬁQLKN)
%
Beban Perjalanan Biasa 36.850.500 27.018.500| 36,39
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000 750.000( 40,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0
Jumlah 37.900.500| 27.768.500 36,49

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Barang untuk
Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk
barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan
instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2023

dan 2022 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN)
%

NIHIL 0

Jumlah 0

D.8 Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah
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Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.
216.026.979,-

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0,-

dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari
terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per
30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 30 Juni 2023 dan 2022

% NAIK

URAIAN JENIS BEBAN TH 2022 (TURUN)

PER 30 JUNI 2023

NIHIL

o |O|o o

Jumlah

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp. 216.026.979,- dan Rp. 189.955.090,-. Beban
Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk
mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian
Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai
berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 124.526.346 95.612.990 30,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 85.534.083 88.375.550 (3,22)
Beban Penyusutan Jalan, dan jembatan 3.664.820 3.664.820 -
Beban Penyusutan irigasi 2.301.730 2.301.730 -
Jumlah Penyusutan 216.026.979 189.955.090 13,73
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Beban Penyusutan aset lain-lain
Jumlah Amortisasi - - -
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 216.026.979 189.955.090 13,73

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban
Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:
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Beban Lain-lain
Rp.0,-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non

Operasional Rp. 0,-

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek 0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang 0
Jumlah 0

D.11. Beban Lain-lain

Tidak terdapat jumlah Beban Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Lain-lain merupakan beban

yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah

sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN

PER 30 JUNI 2023

NAIK

TH 2022 (TURUN)

%

Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin

Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan

Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya

Jumlah

o |O |o |o

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 1.171,-.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah

sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022

NAIK
URAIAN PER 30 JUNI 2023 TH 2022 (TURUN) %
Surplus / (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - - -
Surplus/ (Defisit) Dari Kgt Non Operasional lainnya s
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL - 1.171 =

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya
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tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.
Rincian Pos Luar Biasa untuk per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:
Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN

PER 30 JUNI 2023

TH 2022

NAIK
(TURUN)
%

Pendapatan PNBP

Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan

Jumlah

o |0 |O |O
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Ekuitas Awal Rp.
27.558.070.683,-

Surplus (Defisit) LO
Rp.
(5.268.081.295,-)

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi  Rp. 0,-
Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp.0,-

Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0,-

Koreksi Nilai
Persediaan Rp. O,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar
Rp. 27.558.070.683,- dan Rp 26.816.098.808,-

E.2 Surplus (Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022
adalah sebesar Rp. (5.268.081.295,-) dan Rp. (5.115.226.189,-). Defisit LO
merupakan selisih kurang antara surplus/defisit

kegiatan operasional,

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntasi per 30 Juni 2023 dan 2022
adalah Rp. 0.

E.4 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022

adalah Rp. O,-

E.5 Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp. O,-

E.6 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang
diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan per 30 Juni 2023
dan 2022. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 adalah sebagai

berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan Koreksi

Barang Konsumsi

Suku Cadang

Barang Persediaan Lainnya

Jumlah

-4] -



Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,-

Selisih Revaluasi
AsetRp. 0,-

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp. O,-

Transaksi Antar
Entitas
Rp. 4.577.203.459,-

Ekuitas Akhir Rp.
26.867.192.847,-

E.7 Koreksi Atas Reklasifikasi
Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 adalah
sebesar Rp. 0,-

E.8 Selisih Revaluasi Aset
Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 adalah

sebesar Rp. 0,-

E.9 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah

sebesar Rp. 0,-

E.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing —
masing sebesar Rp. 4.577.203.459,- dan Rp. 4.526.973.898,-. Rincian Koreksi
Atas Pendapatan untuk per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

E.11 Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing
sebesar Rp. 26.867.192.847,- dan Rp. 26.227.846.517,-.
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang layak untuk
dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Tidak Ada.
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Lampiran Al

Pengadilan Agama Tulungagung

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No pagy Masa Nilai Perolehan Akm. Peny. Beban Peny. Tot. Akm. Peny. Nilai Buku
Manfaat Per 30-06-2023 Per 30-06-2023 Per 30-06-2023 Per 30-06-2023
A [Tanah
1 |Tanah 19.834.552.000 19.834.552.000
Jumlah 19.834.552.000 19.834.552.000
B [Peralatan dan Mesin
1 [Alat Bantu 10 200.000.000 14.285.714 14.285.714 28.571.428 171.428.572
2 |Alat Angkutan Darat Bermotor 7 514.111.703 514.111.703 514.111.703
3 |Alat Kantor 5 143.411.100 142.436.100 975.000 143.411.100
4 |Alat Rumah Tangga 5 731.359.140 617.711.682 21.734.162 639.445.844 91.913.296
5 |Alat Studio 5 106.788.320 55.433.882 6.381.782 61.815.664 44.972.656
6 |Alat Komunikasi 5 18.327.000 18.327.000 18.327.000
7 [Komputer Unit 4 887.535.210 619.452.865 63.165.115 682.617.980 204.917.230
8 |Peralatan Komputer 4 225.104.835 166.132.762 22.947.073 189.079.835 36.025.000
Jumlah 2.826.637.308 2.147.891.708 129.488.846 2.277.380.554, 549.256.754
C |Gedung dan Bangunan
1 |Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 6.471.603.431 721.157.601 70.666.932 797.824.533 5.673.778.898
2 [Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 658.322.000 98.873.328 9.887.333 108.760.661 549.561.339
3 [Tugu/Tanda Batas 50 438.224.000 49.798.180 4.979.818 54.777.998 383.446.002
Jumlah 7.568.149.431 875.829.109 85.534.083 961.363.192 6.606.786.239
D |Jaringan
Jumlah
E [Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah 0
F |Jalan dan Jembatan 50 304.180.000 36.648.200 3.664.820 40.313.020 263.866.980
Jumlah 304.180.000 36.648.200 3.664.820 40.313.020 263.866.980
G |[Irigasi 50 145.009.000 23.017.300 2.301.730 25.319.030 119.689.970
Jumlah 145.009.000 23.017.300 2.301.730 25.319.030 119.689.970
H |Aset Tetap Lainnya
1 |Bahan Perpustakaan tercetak 0 5.552.079 5,552.079
Jumlah 5.552.079 5.552.079
B |Peralatan dan Mesin
1 |Alat Angkutan Darat Bermotor 7 0 8.300.000 (8.300.000)
2 |Alat Kantor 5 126.000 0
3 |Alat Rumah Tangga 5 0
4 |Aat Studio 5 0
5 |Alat Komunikasi 5 50.000 0
6 [Komputer Unit 4 0
7 |Peralatan Komputer 4 0 -
Jumlah 176.000 8.300.000 (8.300.000)
Total 30.684.255.818 3.091.686.317 212.689.479 3.304.375.796 27.379.704.022




DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023
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